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ABSTRAK

Mediasi telah menjadi salah satu rangkaian penting dari keseluruhan proses
penanganan perkara di pengadilan, tak terkecuali di Pengadilan Agama. Semangat
ishlah dan tahkim yang menginspirasi perlunya mediasi dalam penyelesaian konflik
keluarga di pengadilan Agama sebagai kenyataan bahwa perdamaian/ ishléh dan
tahkim terhadap konflik keluarga, jika dimediasi berhasil, maka berakibat hukum dan
efek psikologis sangat positif terhadap pihak-pihak yang berperkara, karena
keberhasilan mediasi diupayakan melalui win win solution dari pihak-pihak itu
sendiri.

Penilitian disertasi ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan
melihat fenomena yang berkaitan dengan prosedur mediasi dalam penyelesaian
konflik keluarga di Peradilan Agama Provinsi Lampung. Hal mana secara sosiologis-
idealis, mediasi sangatlah membantu para pihak yang konflik untuk mendapatkan
keadilan serta kemaslahatan melalui cara damai, namun secara empiris-realistis,
prosedur mediasi guna penyelesaian konflik keluarga di Pengadilan Agama Provinsi
Lampung, sering berujung pada putusan sehingga peran mediator tidak berfungsi
maksimal.

Demikian ini memunculkan masalah, bagaimana implementasi mediasi
perspektif hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, dan bagaimana efektifitas pelaksanaan PERMA RI. No. 1
Tahun 2016 di Lingkungan Pengadilan Agama Lampung.

Tujuan penulisan disetasi ini adalah; untuk mengetahui, mengkaji dan
menganalisa implementasi mediasi dalam perpektif hukum Islam dan PERMA
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan untuk
mengetahui, mengkaji dan menganalisa efektifitas pelaksanaan PERMA RI. No. 1
Tahun 2016 di Lingkungan Pengadilan Agama Lampung.

Kesimpulan disertasi ini bahwa implementasi mediasi dalam perspektif
hukum Islam dan hukum positif di Peradilan Agama Provinsi Lampung,
dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan penyelesaian konflik keluarga, dinilai
kurang berhasil, hal ini terjadi karena konflik keluarga yang sampai ke forum
mediasi sebagian besar telah klimaks, walaupun proses menghadirkan hakam telah
dilakukan secara maksimal, namun ternyata para pihak tetap tidak menerima alasan
untuk berdamai. Sedangkan efektivitas pelaksanaan Kemudian ishlah dan tahkim
terkait implementasi mediasi konflik keluarga terjadi, dikarenakan adanya kesalah
pahaman diantara para pihak, sudah barang tentu dibutuhkan adanya ishlah dan
tahkim. Ketika para pihak keluarga terlibat konflik, maka harus segera didamaikan,
penekanan damai ini berdasarkan pada isyarat kalimat fa aslihu bainakuma didalam
Q.S. al-Hujurat (49) ayat 9

Kata kunci : ishlah, keluarga, konflik, mediasi, peradilan
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ABSTRACT

The mediation is helpful for the part of litigate in sociologically-idealist to get
justice and benefit by ishlah. But empirically in Pengadilan Agama, every case
always ends in a decision, so the role of the mediator is not maximal functioning.

The formulation of the problem in this dissertation is; What is the
implementation of mediation to resolve household conflicts in Pengadilan Agama
Lampung? And why the implementation of mediation to resolve household conflicts
is considered to be less successful? How is the relevance of ishlah and tahkim in the
Qur'an about the implementation of mediation to resolve household conflicts in the
Pengadilan Agama Lampung?

The purpose of this dissertation are; First: To find out, review and analyze the
implementation of mediation in resolving household conflicts. Second: To observe
and explore the factors of success and unsuccessful of mediation to resolve
household conflicts in Pengadilan Agama. Third: To find out and examine the
relevance of ishlah and tahkim in the Qur'an about the implementation of mediation
in resolving household conflicts in Pengadilan Agama Lampung.

The type of research is field research where located in Pengadilan Agama
Lampung.

This conclusion of dissertation are; The implementation of mediation to
resolve household conflicts in the Pengadilan Agama Lampung, that; The mediator
has a very important role in the successfull of mediation. To deserve the optimal of
mediation, so the mediator must have good ability to make a mediation process be
successful. and The implementation of mediation in resolving household conflicts is
considered to be less successful, there are; no one supporting mechanism who force
to attend the trial between two parties, the limited number of mediators, the lack of
good intentions of the parties, the lack of support from lawyer, inadequate mediation
rooms, limited advocate supporting, and the biggest aspect of the case is the difficult
divorce cases to reconcile.

Relevance of ishléh and tahkim in the Qur'an about the implementation of
mediation to resolve household conflicts.When the parties are in conflict with each
other, then the conflict must be reconciled, ayat al-Qur'an affirms the existence of a
peaceful when the household have conflict. From the firmness of such comments, it
shows that ishlah and tahkim are very relevant in the effort to reconcile the parties
involved in the conflict, including conflict in the household.

Key word : conflict, household, ishlah, justice, mediation
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berjalannya waktu dan keadaan, mediasi senantiasa
tumbuh dan berkembang, keberadannya menyelesaikan sengketa cepat,
murah dan memuaskan terhadap para pihak yang berkonflik. Sebenarnya,
manusia secara lahiriyah tidak menghendaki dirinya bersentuhandengan
dengan konflik berlama-lamaan, walaupun ia tidak mungkin dilepaskan
darirealitas kehidupan manusia. Dari itulah mencari bentuk penyelesaian
konflik terus menerus dilakukan oleh manusia, dalam upaya meraih kehendah

fitrahnya, hidup damai, aman, adil serta sejahtera.’

Konflik yang terjadi antar manusia cukup luas dimensi dan ruang
lingkupnya, baik dalam ranah publik terkait dengan kepentingan umum,
dimana negara berperan untuk menyeleaian kepentingan tersebut, maupun
ranah privat, bahwa kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan seseorang

haruslah diselesaikan secara hukum melalui penegakan aturan di pengadilan.

Dalam kasus pidana, pelaku kejahaan atau pelanggaran tidak dapat
melakukan tawar menawar (bargaining) dengan negara. Pada ranah ini,
seseorang pelaku kejahatan apabila berkonflik atau bersengketa, tidak dapat
menyelesaikan konflik atau sengketanya melalui kesepakatan atau konpensasi

kepada negara.

Lembaga pengadilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian
sengketa, namun putusan yang diberikannya sering sekali dianggap belum
memberikan kepuasan dan keadilan terhadap para pihak yang bersengketa.
Putusan pengadilan cenderung hanya memuaskan terhadap pihak tertentu,
yakni pihak yang mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas

sesuatu, sedangkan terhadap pihak yang tidak mampu menunjukkan bukti

! Syahrial Abbas, Mediasi dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,
Cetakan 2, (Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2009), h. iv.



bahwa ia meliki hak terhadap sesuatu, maka pihak tersebut pasti dikalahkan
oleh pengadilan, walaupun ia itu sebenarnya memiliki hak. Dalam kontek ini,
penyelesaian sengketa melalui pengadilan menuntut pembuktian formal,
tanpa menghiraukan kemampuan para pihak dalam mengajukan alat bukti.
Menang atau kalah merupakan keputusan final yang akan diterima oleh para

pihak, jika sengketa diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Konsekuensi menang kalah, akan menumbuhkan ketidakpuasan salah
satu pihak terhadap putusan pengadilan. Pihak kalah akan menggunakan
upaya hukum, karena ia merasa tidak adil terhadap putusan pengadilan,
keadaan yang demikian ini berakibat terhadap penyelesian sengketa melalui

jalur pengadilan berlarut-larut.

Pada sisi lain, sebagai negara hukum yang tunduk kepada the rule of
law, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman
yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan
ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir
mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan
sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan

keadilan (to enforce the truth and justice).?

Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia
saat ini adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan.
Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat
pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Di sisi lain, para
masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat

yang tidak bersifat formalistis belaka.’

2 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet. Ke-VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 229

¥ Ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
disebutkan salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) yaitu
asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Bukan pula menyuruh hakim memeriksa dan memutus
perkara dalam waktu satu atau dua jam. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang
relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan
hukum itu sendiri. Apabila hakim atau pengadilan sengaja mengulur-ulur waktu dengan alasan
yang tidak rasional, maka hakim tersebut tidak bermoral dan tidak professional, serta telah
melanggar asas pengadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lihat dalam Gemala Dewi, Hukum
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Sering ditemukan dalam praktik bahwa biaya yang dikeluarkan pihak
bersengketa kadang-kadang melebihi jumlah nilai dari obyek harta yang
dipersengketakan, hal ini menandakan bahwa penyelesaian sengketa melalu
jalur pengadilan membawa dampak negatif pada renggangnya hubungan

silaturahmi antara para pihak yang bersengketa.

Demi mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan
efisien serta permasalahan lain yang diakibatkan penyelesaian melalui jalur
peradilan, maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian.
Dalam hukum acara di Indonesia didapati dalam Pasal 130 Herziene
Inlandsch  Reglement®(selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154
Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (selanjutnya disebut R.bg). Kedua
Pasal dimaksud mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui

cara damai.

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh Pasal 130 ayat (1) HIR
bersifat imperatif.> Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak
yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Hakim berusaha
mendamaikan dengan cara-cara yang baik, dengan mengedepankan
kepentingaan semua pihak yang bersengketa, akhirnya semua merasa puas
tidak ada yang merasa dirugikan, sehingga tidak perlu ada proses persidangan
yang lama dan melelahkan, upaya perdamaian yang demikian ini yang

dikenal dengan mediasi.

Mediasi® merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat

digunakan oleh para pihak di luar pengadilan. Lembaga ini memberikan

Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Cet. Ke-lV, (Jakarta: Kencana Prenada Media,
2010), h. 71-72

* Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi: Jikapada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak
datang, maka pengadilan mencoba dengan perantara keduanya akan memperdamaikan mereka
itu. Ayat (2) berbunyi: Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada
waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk
mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akte) itu akan berkekuatan hukum dan akan
dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.

5 M. Yahya Harahap, Op.Cit., h. 231

® Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa latinmediare yang berarti “berada di
tengah” karena seseorang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada di tengah orang yang
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kesempatan kepada para pihak untuk berperan mengambil inisiatif guna
menyelesaikan sengketa mereka yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator.
Prinsip mediasi adalah sama-sama menang (win-win solution), sehingga para
pihak yang terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak menang dan pihak
kalah. Mediasi bukan hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa,

tetapi juga menghilangkan dendam dan memperteguh hubungan silaturahmi.

Mediasi adalah proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam
menyelesaikan suatu perselisinan sebagai penasehat. Definisi ini seperti yang
dijelaskan oleh The National Alternative Dispute Resolution Advisory

Council yaitu sebagai berikut:

Mediation is a process in which the parties to a dispute, with the
assistance of a dispute resolutionpractitioner (the mediator), identify
the disputed issues, develop options, consider alternatives and
endeavor to reach an agreement. The mediator has no advisory or
determinative role in regard to the content of the dispute or the
outcome of its resolution, but may advise on or determine the process

of mediation whereby resolution is attempted.’

Mediasi merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak yang bertikai,
dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator)
mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi,
mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah
kesepakatan. Dalam hal ini sang mediator tidak memiliki peran menentukan
dalam kaitannya dengan isi/materi persengketaan atau hasil dari resolusi
persengketaan tersebut, tetapi (mediator) dapat memberi saran atau
menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah
resolusi/penyelesaian). Jadi, secara singkat bisa digambarkan bahwa mediasi

merupakan suatu proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk

bertikai. Sedangkan kata mediasi di dalam kamus bahasa Inggris berasal dari kata mediation, yang
berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi. Lihat dalam Jonh M. Echols dan Hassan
Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Cet XIX, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 377

” David Spencer and Michael Brogan, Mediation Law and Practice, (Cambridge,
Cambridge University Press, 2006), h. 9
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mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral

(mediator).

Mediasi juga alternatif penyelesaian sengketa atau biasa dikenal
dengan istilah “mekanisme alternatif penyelesaian sengketa” yang merupakan
terjemahan dari “alternative dispute resolution” yang tumbuh pertama kali di
Amerika Serikat. Mediasi ini lahir dilatarbelakangi oleh lambatnya proses
penyelesaian sengketa di pengadilan, oleh karena itu mediasi ini muncul
sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem peradilan
yang bermuara pada persoalan waktu, biaya dan kemampuannya dalam
menangani kasus yang kompleks. Pada hal di nusantara telah lama
dipraktekkan tentang penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Istilah
khusus dalam pengadilan disebut dengan mediasi.

Mediasi telah menjadi salah satu rangkaian penting dari keseluruhan
proses penanganan perkara di pengadilan, tak terkecuali di Pengadilan
Agama. Sebagaimana ditegaskan pada penjelasan Pasal 2 ayat (3) PERMA
RI. Nomor: 01 Tahun 2008 “berkaitan dengan akibat hukum dan tidak
ditempuhnya prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini, yaitu merupakan
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg

sehingga mengakibatkan putusan batal demi hukum”.®

Kemudian ditegaskan pada PERMA RI. No. 1 Tahun 2016, Bagian
Kesatu, Pasal 2 (1) “Ketentuan mengenai prosedur Mediasi dalam Peraturan
Mahkamah Agung berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik
dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama”. Selanjutnya ayat
(2) menegaskan bahwa “Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan
pengadilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan
Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung, sepanjang dimungkinkan
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”, termasuk berbagai klausul

lainnya mendorong perhatian terhadap mediasi menjadi semakin intensif.

® Tim Penyusun, Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor : 01 Tahun
2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung RI, Japan International
Cooperation Agency (JIKA) dan Indonesian Institute for Conflict Transformation (11CT), 2008.
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Semangat yang menginspirasi perlunya mediasi dalam pemeriksaan
perkara di pengadilan adalah kenyataan bahwa perdamaian; jika mediasi
berhasil, memiliki akibat hukum dan efek psikologis yang sangat baik bagi
pihak-pihak berperkara, karena dihasilkan dari kesepakatan pihak-pihak
sendiri, sehingga daya ikatnya terhadap penyelesaian perkara menjadi lebih
kuat, dan oleh karenanya kemungkinan untuk mengajukan proses hukum

lebih lanjut semakin menipis.

Mediasi memberikan nilai-nilai  positif dalam penyelesaian
perselisihan, seperti pentingnya penghormatan terhadap orang lain,
kehormatan, kejujuran, keadilan, saling timbal balik, partisipasi individual,
kesepakatan dan pengendalian para pihak. Nilai-nilai mana selanjutnya
mengcounter sistem nilai yang berlaku dalam penyelesaian perkara secara
litigasi, seperti proses adversarial, tidak personal, pengendalian oleh

pengacara dan perintah otoritatif peraturan.’

Bagi pengadilan agama yang menangani perkara-perkara keluarga
(ahwal al syakhsiyyah) yang didominasi oleh perkara-perkara perceraian,
mediasi memberikan keuntungan semakin bervariasinya, bentuk-bentuk
upaya damai yang dapat ditawarkan untuk menghindari terjadinya perceraian.
Sejauh ini telah ada upaya damai yang dilakukan oleh hakim selama
memeriksa perkara, upaya damai oleh hakam yakni pihak keluarga, khusus
dalam perkara sigag. Dengan adanya mediasi, maka upaya damai sebelum

perceraian benar-benar terjadi menjadi semakin kokoh.

Kedudukan perdamaian atau upaya damai sebelum perceraian lebih
lanjut, ditegaskan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia: Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan.'® Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1975

% Marian Roberts, Mediation in Family Disputes: Principles and Practice, (Thirt Edition),
(Ashgate Publisting Ltd, 2008), h. 2

19 Departemen Agama RI., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan,
Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Cetakan ke 2. (Jakarta, 2005).
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